



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Umum Disparitas Putusan Hakim
1. Pengertian Disparitas
Disparitas itu artinya perbedaan. Demikian definisi disparitas yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang penulis akses dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Oleh karena itu, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (equality before the law). Disparitas putusan hakim dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas putusan hakim yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.[footnoteRef:2] [2: Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, (2010), hlm. 57.] 

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas putusan hakim dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:
1) Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2) Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.[footnoteRef:3] [3: Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, (2016), hlm. 58.] 

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah ditemukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.
Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.
Hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai waktu menjalankan pidana terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP juga diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Demikian juga dengan pidana kurungan yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP, yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Kemudian dalam Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan dan lama waktunya paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.
Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, “Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya.

2. Pengertian Putusan Hakim
Putusan hakim, merupakan akhir dari proses pidana dalam pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga peradilan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Pengadilan memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat, antara masyarakat dan lembaga, pemerintah dan non pemerintah. Pengadilan diakhiri dengan suatu Putusan. Putusan atau Vonis pengadilan akan menentukan atau menetapkan hubungan yang sebenarnya antara para pihak yang berperkara.[footnoteRef:4] [4: Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, (2021), hlm. 115.] 

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maka dari itu putusan hakim haruslah diucapkan di dalam sidang pengadilan yang terbuka, jika tidak maka putusan hakim tersebut tidak sah.
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian keputusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.[footnoteRef:5] [5: Lilik Mulyadi, Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ikah, Jakarta, (2025), hlm. 25.] 

Putusan hakim merupakan akhir dari serangkaian acara pemeriksaan di persidangan. Di dalam putusannya hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya yang merupakan hasil dari mengkaji alat bukti yang dihadirkan baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum selama proses persidangan. Dalam membuat sebuah putusan, hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, guna menghasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadailan bagi terdakwa maupun korban. Putusan hakim juga merupakan salah satu referensi bagi para akademisi maupun praktisi hukum, maka dari itu sudah seharusnya kajian-kajian di dalam putusan hakim tersebut bersifat mendalam.[footnoteRef:6] [6: Ibid., hlm. 27.] 

Perlunya di ketahui bahwa seorang hakim dalam memutus sebuah perkara, memerlukan sebuah pertimbangan-pertimbangan, yang di maksud dalam hal ini pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang menjadi dasar dalam memutus sebuah perkara sebuah tindak pidana. Sebelum memutus perkara seorang hakim harus melihat bagaimana berjalannya sebuah persidangan perkara tersebut. Hakim dalam memeriksa atau menetapkan seseorang dengan memperhatikan syarat subyektif dan obyektif dari kesalahan dari seorang tersebut, memastikan dan membuat pertimbangan berdasarkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku dalam putusannya.[footnoteRef:7] [7: Kadir Husin, “Pengertian Putusan Hakim”, melalui https://eprints.umm.ac.id, diakses pada tanggal 14 November 2025, Pukul 17.12 Wib.] 

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[footnoteRef:8] [8: Edi Setiadi Dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Kencana, Jakarta, (2024), hlm. 81-82.] 

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.[footnoteRef:9] [9: Ibid., hlm. 82.] 

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim
Dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) macam putusan hakim, yaitu:
a. Putusan bebas;
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
c. Putusan pemidanaan.
Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya memiliki tiga sifat yaitu:
a. Di dalam pasal Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan.
b. Di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan bebas (vrijsraak/acquittai) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan.
c. Di dalam pasal Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
4. Tujuan Putusan Hakim
Putusan pengadilan adalah keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan suatu kasus. Selain itu, keputusan pengadilan juga dapat didasarkan pada hasil mufakat musyawarah Hakim yang menjadi produk pengadilan. Putusan pengadilan ketika berkekuatan hukum tetap, maka mempunyai implikasi putusan yang dapat segera dieksekusi. Putusan hakim berupa bentuk pertanggung jawaban kepada para pihak, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab itu suatu putusan harus memiliki tiga aspek tujuan, yaitu:
a. Keadilan 
Keadilan adalah keadaan ideal secara moral tentang apa pun, baik itu objek atau individu. Sebagian besar teori berpendapat bahwa keadilan sangat penting. Para pihak yang berperkara mengharapkan suatu putusan yang adil. Jadi, sesuai dengan irah-irah dalam kepala putusan, yang berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," tanggung jawab hakim adalah menegakkan keadilan dalam pengambilan keputusan. Keadilan pada dasarnya berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap orang. Prinsip yang melatarbelakanginya adalah semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).[footnoteRef:10] [10: Fence M Wantu, Mewujudkan kepstian hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12, No. 3, (2012), hlm. 485.] 

b. Kepastian
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mementingkan landasan ketentuan kepatutan, peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam seluruh kebijakan pemerintahan. Tujuan putusan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum tersebut dapat dicapai melalui penyelesaian secara peradilan yang bertugas menentukan hukum yang sesuai. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada undang-undang, tetapi juga pada asas-asas hukum yang berkembang di masyarakat.[footnoteRef:11] [11: RamdaniSururie, Putusan Pengadilan, CV. Mimbar Pustaka, Bandung, (2023), hlm. 24.] 

c. Kemanfaatan 
Putusan hakim akan menunjukkan manfaat, karena ketika hakim menerapkan hukum, mereka harus mempertimbangkan hasil akhir, apakah putusan tersebut menguntungkan atau bermanfaat bagi semua pihak. Hakim diharapkan dapat menerapkan undang-undang ataupun hukum yang ada berdasarkan pada tujuan atau manfaatnya bagi yang berperkara dan masyarakat.[footnoteRef:12] Dengan mempertimbangkan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim adalah hukum, hakim bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat (restitutio in integrum). [12: Rommy Haryono Djojorahardjo, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Surabaya, (2019), hlm. 96-97.] 

Kepastian hukum tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian perkara di muka pengadilan yang bertugas menetapkan hukum yang berlaku. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum yang berkembang di masyarakat. Tidak semua permasalahan diatur secara tegas oleh undang-undang. Oleh karena itu, hakim harus mengambil keputusan dengan penuh rasa hormat.


B. Tinjaun Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain.Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.[footnoteRef:13] [13: Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Rajawali Pers, Jakarta, (2015), hlm. 96.] 

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.
Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam poluh rupiah”.[footnoteRef:14] [14: Salahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt), Visimedia, Jakarta, (2020), hlm. 86.] 

Untuk dikatakan “mengambil” disini, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu kemudian ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan, yang biasa disebut percobaan pencurian. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.
Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam Pasal 362 KUH Pidana. Untuk dapat dituntut dengan Pasal 362 KUH Pidana ini, pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki. Jika seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu maka perbuatan tersebut masuk pencurian. Namun, jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi ketika sampai di rumah barang itu dimiliki untuk sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian tetapi termasuk penggelapan.[footnoteRef:15] [15: Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, (2023), hlm. 128.] 

2. Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUH Pidana yaitu:
a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUH Pidana)
Pasal 362 KUH Pidana:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:
1) Unsur-unsur objektif: 
a) mengambil;
b) suatu barang/benda;
c) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 
2) Unsur subjektif:
a) Dengan maksud
b) Memiliki untuk dirinya sendiri
c) Secara melawan hukum
Jadi melihat makna tiap unsur, terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUH Pidana.
b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUH Pidana)
Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
Ke-1 Pencurian ternak. 
Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.[footnoteRef:16] [16: Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, (2022), hlm. 13.] 


Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUH Pidana)
Pasal 364 KUH Pidana:
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencucian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUH Pidana)
Pasal 365 KUH Pidana:
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(4) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(5) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.[footnoteRef:17] [17: Ibid., hlm. 14.] 


e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUH Pidana)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.[footnoteRef:18] [18: Ibid., hlm. 15. ] 

f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUH Pidana)
Pasal 367 KUH Pidana: 
(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUH Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUH Pidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
3. Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan
Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada pasal 362 KUH Pidana.[footnoteRef:19] Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana. [19: Wiryono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, (2023), hlm. 19.] 

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut gequalificeerde distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:[footnoteRef:20] [20: P.A.F Lamintang  dan TheoLamintang, Delik-Delik Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, (2019), hlm. 34.] 

1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
a) pencurian ternak.
b) pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
c) pencurian dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak.
d) pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
e) pencurian yanng dilakukan untuk dapat masuk keempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2) Jika pencurian yang diterangkan dalam no. 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 Tahun.

Pasal 365 KUH Pidana berbunyi:
(2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkna pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.
(3) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
c) Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat;
d) atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
e) Jika perbuatan itu berakibat luka berat.

[bookmark: _GoBack]

image1.jpeg
AL WASHLIYAH





